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BUPATlBUIIBA BARAT,

Menimbang

'.

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4
Tabun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, mengetahui/ rnenyetujui
Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat NomoI' :
32I SeLDPRD.175/53. 12/0212022 Hal. Usulan
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sumba Barat , Tanggal 24 Pebruari 2022,
perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan
perurnahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat:

c. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16
Tabun 2010 ten tang Penetapan Besaran Tunjangan
Perumahan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat
Nomor 8 Tabun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Sumba Baret Nomor 16 Tahun 2010 ten tang
Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Besaran
l\.mjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Baret;

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerab - Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Baret dan Nusa Tenggara Timur [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 NomoI' 122,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);



2. Undang - Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bereih dan Bebas dan
Korupsi (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pcngganti Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Kcuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Iatau Dalarn
Rangka Mengha.dapi Ancarnan Yang mernbahayakan
Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistern
Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepubHk
Indonesia Nomor 6485);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lcrnbaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid - 19) dan /atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang mernbahayakan
Perekonomian Nasional danz atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negam
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547);



R Peraturan Menteri Deism Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1181);

q, Peraruran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Permusyawaratan
Rakyat Daerah Kabupatcn Sumba Barat [Lernbaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 0069);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERU MAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
P1MPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA
BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paw 1

Dalarn Peraturan Bupati Sumba Barat yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pernerintahan Kabupaten Sumba Barat,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sumba Barat
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Sumba Bar eat..
6. Anggota DPRD adalah Anggota UPRD Kabupaten Sumba Barat
7. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut sebagai sekretariat adalah

unsur pcndukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rugas dan
wewenang DPRD Kabupaten Sumba Barat;

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat:
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumba Barat;

10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
yang belum mendapatkan rumah jabatan/ Ruman Negara;

11. Tunjangan Transportaei adalah Tunjangan Operasional bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak merniliki
kendaraan dinas.

BABIl
MAKSUD DAN TU.JUAN

Pasa.l2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pernberian
tunjangan perumahan dan tunjangan trsnsportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD yang belum disediakan rumah dinas dan kendaraan dinaa jabatan.



Pasa13

Peraruran Bupati ini bertujuan urituk mernngkatkan kesejahteraan dan unruk
mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pirnpinan dan
Anggota DPRD.

BABIlI
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASJ

PIMPINAN DAN ANOGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD yang belurn disediakan rurnah dinas jabatan
diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan.

Pasal 5

(1)Tunjangan Perumahan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ditetapkan
sebesar :
a. Ketua DPRD
b. Wakil Kerua DPRD
c. Anggota DPRD

Rp. 20.000.000,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 8.500.000,-

{2}Tunjangan Perumahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kcdua
Tunjangan Transportasi

Pasal 6

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD yang belurn disediakan kendaraan dinas
jabatan diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

(2)Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp. 13.200.000,-

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 (It() sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang - undangan.

Pasal7

Dalam keadaan force majeure Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan
transportaei sebagaimana dimaksud dalam Paaal 6 ayat (2).

Pasa18

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagairnana dimaksud
dalam PasalS dan Pasal o dibebankan pada APBD.



BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, mHKH Peraturan Bupati Sumba
Band Nomor 16 Tahun 2010 ten tang Penetapan Besaran Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010
Nomor 17 Sen E Nomor Sen 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sumba Barat Nornor 8 Tahun 2015 tcntang Perubahan Peraturan
Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Perurnahan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupatcn Sumba Barat
Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10• Peraturan Bupau ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

Diundangkan di Waikabuhak
pada tanggal, '1 \\'\Qftl. ,"1

\_ Pj. SEKRETARIS DAERAH
'( KABUPATEN SUMBA BARAT.8

~
J.nANIEL B. PABALA

BERITA DAfo:RAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR ~S
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